IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TAHUN 1990-2005

Oleh:
Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM: 01.300.009

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam llmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2015



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Jenjang : Doktor

Menyatakan, bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.




KEMENTERIAN AGAMA
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

m PASCASARJANA
JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 516708, Faks. (0274) 557978
WNMA m A wabasite: hitp:ipps, uin-suka.ac.id, emall:pps@uin-suka.ac.id.
YOCGYAKA
PENGESAHAN

Disertasi berjudul  : IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MAJELIS ULAMA INDONESIA

(MUI) TAHUN 1990-2005
Ditulis oleh : Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Telah dapat diterima sebagal salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor dalam llmu Agama Islam

Tug\rakarta, 23 Desember 2015

Drof. No M, M.Phil, Ph.D.
7 §IP.; 19711207 199503 1 002




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
: PASCASARJANA

JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978

SLINAN KALIJAGA wabsite: hilp:4pps.uin-sukae.ac.id, email:pps@uin-suka.ac.id.
YOGYAKARTA

.-..I'.
ol

UKeT

YUDISIUM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS
PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP
(PADA TANGGAL 19 MEI 2014), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN
PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUII
DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS,
MUH. NURSALIM, M.Ag. NIM : 01.300.009 LAHIR DI SRAGEN
TANGGAL 17 FEBRUARI 1968,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

&N/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM STUDI KEISLAMAN
DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAIJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR
TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-489

YOGYAKARTA, 23 DESEMBER 2015

A.N. REKTOR,

N 1R
‘Prof. NOORHAIDI, MA., M.Phil., Ph.D.
‘Nip: 19711207 199503 1 002

*® CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

PASCASARJANA

Ji, Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 519708, Faks. (0274) 657878
SUNAN KALIJAC HIAGA website: hitp://pps. uin-suka.ac.id, emall:pps@uln-suka ac.id.
YOCYAKA

- £8
Qi

DEWAN PENGUIJI
UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Disertasi berjudul  : IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MAJELIS ULAMA INDONESIA

(MUI) TAHUN 1992-2005
Ditulis oleh : Mubh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Ketua Sidang :  Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. (Penguji)

2

Sekretaris Sidang : Dr. Ruhaini Dzuhayatin, MA. ( G
w
Anggota 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. ( }
( Promotor / Penguiji )
2. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. ( )
( Promotor / Penguiji )
3. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. ( )
(Penguji ) e
4. Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA. { &2 )
(Penguji ) : : .
5. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA. — )=
(Penguji ) < 4
6. Dr. H. Shofiyullah MZ, M.Ag. {/ L= 1Y
(Penguji) / ’
—_—
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2015 ;"}_‘ﬂ',‘*;:_
Pukul 14.00 s.d selesai }}f :"‘“n..l’
Hasil / Nilal ... 3.3 %..... 2 e =5 ‘);_
\ Vine )=/

Predikat : Memuaskan /-Sangat-memuasiGh /Dengan-Pujian *

*) Coret yang tidak sesuai



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alallkum wr.wb,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap
naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWASFATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005

e

yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada
tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian
Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu
Agama [slam.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb.




NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga

- AP Yogyakarta

Assalamu ‘alaikum wr.wb,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap
naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005

yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada
tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian
Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu
Agama [slam,

Wassalamu 'alailum wr.wb., ]
YWSMIS'
\ ta Penilai -

-yl

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.




NOTA DINAS

I{epada Yth,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap
naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005

yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada
tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian
Terbuka Promosi Doktor (53) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu
Agama Islam. : -

Wassalamu ‘alaikum wr.wh.




NOTA DINAS

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dumpuhndmamhmmt.uuhhmchhﬂmnb:mhm arahan dan koreksi terhadap
naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005

yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.
NIM : 01.300.009

Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada
tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dilam Ujian
Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu
Agama [slam.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb.

L]

Yﬁm&,.f;? g...‘: %"—-
Anggota Penila :




ABSTRAK

Pada tahun 1990-an ekonomi syariah mulai bangkit di Indonesia. Hal ini ditandai
dengan berdirnya Bank Muamalat. Untuk memperkuat aspek syariahnya majelis Ulama
Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan hadirnya DSN
maka terdapat tiga jenis fatwa yang dikeluarkan MUI yaitu fatwa halal LP POM MUI,
fatwa dari komisi fatwa MUI dan fatwa dari DSN. Pada saat yang sama arah ekonomi
Indonesia cenderung ke arah neoliberal, hal ini ditandai dengan disepakatinya pasar
bebas pada KTT APEC di Bogor 1994. Adanya waktu yang bersinggungan tersebut
penelitian ini mengkaji arah ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan
ekonomi.

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari buku
kumpulan fatwa MUI, kumpulan fatwa DSN MUI dan Daftar Produk Halal Indonesia.
Adapun analisa yang dipakai ada tiga, pertama analisa kritis dari Roberto Mangabiare
Unger yaitu mengkaji produk hukum bukan hanya secara obyektif-formal akan tetapi
dikritisi secara sosial sehingga ditemukan keberpihakan ideologinya. Teknik analisa ini
sejalan dengan pemikiran hukum Louay Safi, “pendekatan terpadu terhadap hukum Islam
dan inferensi sosial.” Kedua, membandingkan dengan fatwa sejenis dari lembaga fatwa
lain baik dalam maupun luar negeri dan ketiga memakai analisa maga>s}id asy-
syari>’ah. Karena fatwa yang terkait dengan ekonomi MUI itu ada 2.724 buah, maka
tidak semuanya dibahas. Langkah pertama, dikelompokkan sesuai dengan
kecenderungan ideologinya; kedua, diambil sampel dari masing-masing kelompok untuk
dikaji. Untuk menentukan kriteria fatwa cenderung ke ideologi neoliberalisme memakai
kriteria Mansur Fakih tentang elemen-elemen neoliberalisme, sedangkan Kkriteria
populisme memakai parameter ciri-ciri populisme F. Wahono, dan yang tidak masuk
ketegori keduanya dimasukkan ke kelompok yang netral ideologi.

Kajian ini menemukan bahwa mayoritas karakter ideologi ekonomi dari fatwa
MUI yang terkait dengan ekonomi itu netral yaitu 87,4%, sedangkan yang terindikasi ke
ideologi ekonomi neoliberalisme 12,4% dan yang terindikasi ke ideologi ekonomi
populisme 0,2%. Peresapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme itu tampak
pada konsideran dan saat pengeluaran fatwa tersebut. Adapun faktor-faktor yang
menyebabkan peresapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme pada fatwa
MUI yang terkait dengan ekonomi adalah, karena Komisi Fatwa MUI hanya memakai
kriteria halal-haram secara zat pada kasus makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik,
tanpa mempertimbangkan dampak lain misalnya kesehatan, lingkungan dan kepentingan
nasional. Adapun untuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bisnis syariah Dewan Syariah
Nasional (DSN) MUI hanya mengkaji dari aspek akad/kontrak agar tidak tercemari riba,
garar, tadlis dan judi. Di samping itu MUI juga memakai hilah untuk keluar dari status
riba. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi proyek islamisasi ilmu
pengetahuan khususnya ilmu ekonomi.

Kata Kunci  : ideology fatwa, neoliberalisme, populisme
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ABSTRACT
In the 1990s Islamic economics began to rise in Indonesia characterized by the
establishment of Muamalat Bank. To strengthen aspects of sharia, council of Ulama
Indonesia (MUI) formed the National Sharia Board (DSN). With the presence of DSN,
there were three types of fatwa issued by MUI, ie, Halal (kosher) fatwa, fatwa from the
MUI fatwa commission, and fatwa of DSN. At the same time, the direction of the
Indonesian economy tended toward neoliberal marked with the approval of the free
market at the APEC summit in Bogor in 1994. Based on the facts that simultaneously
occurred, this study examined the direction of the economic ideology of the MUI fatwas
related to the economy.
This study was a normative legal research. The data were obtained from books of MUI
fatwa collection, MUl DSN fatwa collection and Indonesia Halal Product List. The
analysis used was three, namely 1) critical analysis of Roberto Mangabiare Unger that
reviewed not only laws which were not merely in objective-formal ways but criticized
socially to ultimately find their ideological alignments. This analysis technique was in
line with legal thought of Louay Safi ‘an integrated approach to Islamic law and social
inference’; 2) comparing with similar fatwa from another fatwa institution both domestic
and overseas; and 3) analysis of maga>s}id asy- syari>’ah. Because MUI fatwa
associated with economy consisted of 2,724 pieces, not all of them were discussed. The
first step was grouping according to the tendency of ideology and the second step was the
sample taken from each group to be studied. To determine the criteria fatwa tending to
ideology of neoliberalism used Mansur Fakih criteria on elements of neoliberalism, while
populism criteria used the characteristic parameters of populism by F. Wahono, and the
criteria not included in both categories were put into neutral ideology group.
This study found that the majority of the economic ideology characters associated with
the MUI fatwa was neutral economy by 87.4%, while those indicated to the economic
ideology of neoliberalism were 12.4% and those indicated to the economic ideology of
populism was 0.2%. Impregnation of economic ideology of neoliberalism and populism
was seen in the preamble and when the issuance of the fatwa. The factors that caused
impregnation of economic ideology of neoliberalism and populism in the MUI fatwa
related to the economy were that because the MUI Fatwa Commission only used the
criteria of halal-haram in substance in the case of foods, beverages, pharmaceuticals and
cosmetics, without considering other impacts, eg, health, environment and national
interests. As for the fatwas related to Sharia business of DSN, MUI only examined
aspects of contracts to avoid riba (usury), garar, tadlis and gambling. In addition, MUI
also used hilah to get out of the status of usury. This research is expected to contribute to
the project of science Islamization, especially economy.

Keywords: fatwa ideology, neoliberalism, populism
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
(Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No.
158/1987 dan no. 05436/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988)

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama
| alif
ba’
ta’
sa
jim
ha’
kha’
dal
zal

zain
sin
syin
sad
dad
ta’
za’
‘ain
gain
fa’
gaf
kaf
lam
mim
nan
wawu
ha
hamzah

ya’

c b v GG Lo GG EE e e L
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Huruf Latin Keterangan
tidak dilambangkan tidak dilambangkan

-_ X O —h «©

~ o = 5 3

Be
Te
es (dengan titik di atas)
Je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
De
zet (dengan titik di atas)
Er
zet
es
esdan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
el
em
en
we
ha
apostrof

ye
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B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

@ -

da04al ditulis Ahmadiyyah 33 ditulis iddah

C. Ta' Marbut}ah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

4.8 ditulis hibbah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

5«\;*{9‘(2” ﬁ\;D’S ditulis kara>matulauliya>"'
D. Vokal Pendek
Fatlah ditulis a (-----), kasrah ditulis i (------), dan lTammah ditulis u (-5
E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis a.

F. Vokal-vokal Rangkap
1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh: 333 Bainakum

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh: djg Qaul

G. Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (*)
o daf

g J ditulis a'antum

op &2 | ,
2 9« ditulis mu'annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

EQDSH ditulis Al-Qur'an

81 ditulis Al-Qiya>s
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

s‘—\;‘*;m As-Sama>'

M‘ Asy-Syamsu

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

s 8l (s 51 ditulis Zawi al-furu>d)

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

A3l JAY ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah karya tulis ini dapat diselesaikan.
Karya ini hasil dari kerja keras, panjang, berliku dan melelahkan. Berkat karya tulis
ini juga penulis semakin paham dan yakin bahwa Allah tidak pernah mengabulkan
do’a hambanya bila tanpa diihtiari. Bahkan do’a-do’a di depan kakbahpun tak
bermakna apa-apa bila manusia tidak berkarya.

Karya ini berjudul Ideologi Neoliberalisme dan Populisme dalam Fatwa-
Fatwa Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990-2005. Penulis tertarik
dengan kajian ini karena dua hal, pertama fenomena globalisasi telah merambah ke
pelosok negeri dan ruh dari globalisasi adalah liberalisasi; kedua, perkembangan
ekonomi syari’ah cukup pesat di Negara ini. Dari kedua fenomena tersebut penulis
terinspirasi mencari kecenderungan keberpihakan ideologi ekonomi syari’ah
melalui kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk
itu dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak
yang turut membantu terselesainya karya ini.
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sekaligus sebagai penguiji.
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3. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, M.A. yang berkenan menjadi promotor
walaupun kemudian mengundurkan diri. Dari karya beliau penulis tertarik
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rusli Karim menulis sebuah buku “Negara dan Peminggiran Islam Politik : Suatu
Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan ‘Islam Politik’ di
Indonesia Era 1970-an dan 1980-an”. Karya ini merupakan disertasi di Universitas
Kebangsaan Malaysia. la katakan bahwa umat Islam secara politik pada dua dasawarsa
tersebut dengan sistematis dipinggirkan oleh penguasa Orde Baru. Lima kebijakan yang
ila nilai sebagai bentuk peminggiran umat Islam secara politik adalah birokratisasi,
militerisasi, jawanisasi, departaisasi dan deideologisasi. Keadaan ini berubah pada era
1990 an yaitu dengan diakomodasinya kepentingan muslim lebih besar ke dalam Negara,
antara lain dengan diterimanya ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional yang
ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat.

Lembaga keuangan yang punya slogan “pertama murni Syariah” ini diprakarsai
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan sejumlah pengusaha
muslim.”Yang juga menarik, ternyata bank muamalat berdiri ketika undang-undang
perbankan belum memberi ruang adanya bank tanpa bunga.Saat itu landasan operasional
perbankan adalah undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Karena itu walaupun bank muamalat berdiri tahun 1991 tetapi baru dapat beroperasi

M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi
Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan “Islam Politik” di Indonesia Era 1970-an dan 1980-
an(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), him. xix.

*Kaisar Gusti Rangga, “Sejarah Berdirinya Bank Muamalat”, dalam
www.saosabed.blogspot.com, diakses tanggal 29 Desember 2014.

1
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Mei 1992, yaitu setelah keluarnya Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang
secara tegas membolehkan perbankan beroperasi dengan prinsip bagi hasil.®

Aktifis ekonomi Islam di Indonesia lebih memilih nomenklatur ekonomi syariah
daripada ekonomi Islam, hal ini tidak terlepas dari trauma masa lalu ketika hubungan
antara Islam dan pemerintah kurang harmonis. Dengan berdirinya bank muamalat
tersebut maka secara resmi kebijakan ekonomi Indonesia mengenal dua sistem yaitu
konvensional dan syariah. Selanjutnya perkembangan keuangan syariah bukan hanya
perbankan tetapi juga merambah kepada asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian dan
lain-lain.*

Dalam ekonomi syariah halal haram menjadi tolok ukur utama, dan untuk
mengetahui halal haramnya suatu produk ekonomi lembaga yang mengeluarkan fatwa
adalah sangat penting keberadaannya. Untuk hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memiliki Komisi Fatwa yang telah mengeluarkan ribuan fatwa yang terkait dengan
ekonomi.Untuk lembaga keuangan terutama perbankan, fatwa dari Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi sangat fital.Sebab fatwa-fatwa
tersebut oleh Bank Indonesia dijadikan rujukan utama pembuatan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) dan PBI menjadi landasan beroperasinya perbankan di Indonesia.Begitu
juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mendasarkan
peraturan yang dibuat terkait perdagangan saham syariah berdasarkan fatwa DSN. Ini

berarti fatwa yang semula hukum fikih, di tangan Bl dan Bapepam LK berubah menjadi

®political will penguasa Orde Baru dalam menerima sistem ekonomi syariah memudahkan
aktifis Islam dalam mendirikan lembaga keuangan syariah. Padahal lazimnya suatu lembaga itu berdiri
ketika peraturan perundang-undangan membolehkannya. Tetapi dalam kasus bank muamalat terjadi
sebaliknya, lembaga dulu berdiri baru peraturan menyesuaikan, dan kemudian peraturan baru inilah yang
menjadi landasan bank syariah lain berdiri. Rudy, “Ekonomi Islam di Indonesia: Dulu, Kini dan Perspektif
Masa Depan” dalam www.knowledge.leader.net, diakses tanggal 22 Oktober 2014.

“Irfan Syauki Beik, “Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah?” dalam www.republika.co.id,
diakses tanggal 30 Oktober 2014.
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hukum positif yang harus ditaati oleh semua stakeholder. Sebagai misal pada Peraturan
Bapepam LK nomor 1X.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa yang
dinamakan prinsip syariah dalam pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam
kegiatan di pasar modal yang dikeluarkan olen Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI). Peraturan semacam ini karena dikeluarkan oleh lembaga Negara
sehingga bersifat mengikat, bukan hanya bagi kaum muslimin akan tetapi siapa saja yang
terkait dengan lembaga keuangan tersebut.”

Sebelum menyentuh lembaga keuangan syariah Majelis Ulama Indonesia juga
sudah berkiprah dalam kegiatan ekonomi secara riil yaitu dengan mendirikan Lembaga
Penelitian dan Pengkajian Obat dan Makanan (LP POM) MUI. Sesuai namanya, lembaga
ini bertugas melakukan pengkajian produk makanan dan obat untuk memastikan apakah
sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Produsen yang secara sukarela mendaftarkan
produknya ke LP POM MUI selanjutnya akan menerima sertifikat halal setelah
sebelumnya dikaji dan dikeluarkan fatwa halalnya.®

Fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam. Dalam diskursus
epistemologis ia merupakan hasil dari dialektika intelektual ulama dari pengamatannya
atas fakta sensual empiris, yaitu perbuatan manusia dengan teks baik al- Qur’an maupun
Hadis Nabi. Proses dialektika ini memakai sebuah kaidah tertentu yang dinamakan

manhaj ijtihad. Mudzhar menyebutkan bahwa dengan melakukan pengkajian terhadap

*Setelah terbit UU no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka peran Bl dan
Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan beralih ke OJK. Tetapi
peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Bl dan Bapepam LK yang terkait dengan keuangaan syariah tetap
dipergunakan. M. Irwansyah Putra, “Peranan OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank”.,
dalam www.jurnal.usu.ac.id, diakses tanggal 20 Oktober 2014.

®Dengan disahkannya undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) maka pemeriksa produk halal
tidak lagi LP POM MUI tetapi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lembaga ini bukan hanya bentukan
pemerintah tetapi masyarakatpun boleh mendirikan, akan tetapi yang berhak mengeluarkan fatwa halal
tetap MUI. Sodiq Ramadan, “Bukan hanya sertifikat halal”, dalam www.suara-islam.com, diakses tanggal
20 November 2014.
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fatwa dapat dipotret sejarah sosial masyarakat muslim yang melingkupi lembaga yang
mengeluarkan fatwa tersebut, sebab fatwa merupakan respon terhadap realitas
masyarakatnya.’

Sementara itu di sisi yang lain perkembangan ekonomi global cenderung
mengarah kepada liberalisasi atau pasar bebas, yaitu ditandai dengan ditandatanganinya
kerjasama regional dan internasional oleh sejumlah kepala Negara termasuk Indonesia.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di
Bogor tahun 1994 adalah awal sikap resmi Indonesia menerima pasar bebas. Presiden
Soeharto waktu itu menyampaikan ungkapan yang sangat terkenal : “suka tidak suka,
siap atau tidak siap kita harus menerima dan menghadapi perdagangan bebas dunia”.®

Sejalan dengan itu Indonesia bersama Negara-negara ASEAN juga menyepakati
diberlakukannya pasar bebas regional yang terkenal dengan ASEAN Free Trade Area
(AFTA), yaitu pasar bebas untuk sesama anggota ASEAN. Kemudian melebar antara
negara-negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan yang disebut ASEAN-Korea Free
Trade Area (AKFTA) juga antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru yaitu
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA). Menurut laman
Kementerian Perdagangan RI tujuan diberlakukannya pasar bebas itu adalah untuk
meliberalisasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu sistem yang

transparan dan untuk mempermudah investasi.”

"Atho Mudzhar, “Fatwa sebagai obyek kajian Islam dan sumber penulisan sejarah sosial”, paper
dipresentasikan dalam acara Islamic Conference on MUI Studies, tanggal 26 Juli 2011. him. 8.

8Edy Suandi Hamid, Globalisasi Ekonomi, Neoliberalisme, dan Perekonomian Indonesia, Pidato
Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar pada Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
(Yogyakarta: Ull, 2005), him. 17.

Agus Tjahayana, “Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri”’, dalam
http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id, diakses tanggal 22 Maret 2012.
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Untuk merealisasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut Indonesia dituntut
membuat  berbagai peraturan dan undang-undang yang melempangkan jalannya
liberalisasi. Dalam sistem perundang-undangan Republik Indonesia pangkal dari semua
peraturan dan perundang-undangan adalah UUD 1945. Karena itu mengamandemen
konstitusi tersebut menjadi salah satu agenda reformasi.’® Khusus untuk pasal yang
terkait dengan perekonomian Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP
MPR) mengangkat tim ahli dari para pakar ekonomi, mereka adalah Mubyarto, Dawam
Raharjo, Syahrir, Sri Mulyani, Didik J. Rachbini,. Sri Adiningsih dan Bambang Sudibyo.
Dalam perjalanannya para ahli tersebut terpolarisasi menjadi dua kelompok; mayoritas
mendukung ekonomi liberal dan hanya dua ekonom yaitu Mubyarto dan Dawam Raharjo
yang mendukung ekonomi kerakyatan. Mereka yang cenderung ke ekonomi liberal
bersikeras mengganti pasal 33 UUD 1945 sedangkan dua ekonom tersebut bersikukuh
membiarkannya. Menurut dua ekonom ini Pasal 33 yang asli merupakan milestone
perekonomian nasional Indonesia, yang tidak perlu diubah karena sudah sangat sesuai
dengan semangat ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan bangsa Indonesia selama ini.**
Karena merasa ada perbedaan secara prinsip dengan mayoritas anggota tim akhirnya
Mubyarto yang sekaligus sebagai ketua tim mengundurkan diri, mundurnya sang ketua
juga diikuti Dawam Raharjo. Sejarah mencatat pasal 33 UUD 1945 akhirnya
diamandemen pada Rapat Paripurna MPR-RI tanggal 9 Agustus 2002."*Setelah itu

berbagai peraturan dan undang-undang yang melempangkan liberalisasi ekonomi

%Selama kurun waktu 1999-2002 UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Konstitusi
yang asli terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat, setelah amandemen menjadi 20 bab, 37 pasal dan 194
ayat.

Jimly Asshiddigie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2010), him. 265.

“Rohmat Gempol, “Perubahan  Keempat UUD 1945 tahun 20027 dalam www.
Kompasiana.com, diakses tanggal 22 Juni 2012.



dikeluarkan, seperti undang-undang tentang sumber daya air, undang-undang tentang
BUMN, undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang penanaman modal.
Misalnya dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang penanaman modal disebutkan “Pemerintah
memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari
Negara manapun...”*® Ketentuan seperti ini berarti Negara tidak melindungi investor
domestik.

Dari uraian diatas tergambar fenomena yang menarik yaitu terjadinya
perkembangan ekonomi syariah di tengah suasana liberalisasi ekonomi nasional.Inilah

alasan mengapa mengkaji kecenderungan ideologis fatwa-fatwa tersebut terasa penting.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakter ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa ekonomi MUI?

2. Bagaimana ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme terserap ke dalam
fatwa-fatwa ekonomi MUIdan bagaimana persebarannya?

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ideologi ekonomi neoliberalisme dan

populisme terserap ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Menjelaskan karakter ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa ekonomi MUI
2. Menjelaskan penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke

dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI dan persebarannya

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.



3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terserapnya ideologi neoliberalisme
dan populisme ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI
Penelitian tentang ldeologi Neoliberalisme dan Populisme dalam Fatwa-
Fatwa Ekonomi Majelis Ulama Indonesia tahun 1990-2005 ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan sebagai berikut:
1. Memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang karakter ideologi
ekonomi dari fatwa-fatwa ekonomi MUI
2. Memperoleh penjelaskan tentang penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme
dan populisme ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI dan persebarannya
3. Memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terserapnya
ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme dalam fatwa-fatwa ekonomi

MUI.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang fatwa sebenarnya bukan hal baru, para ulama klasik juga telah
melakukannya. Hanya saja mereka mengkaji fatwa baru pada aspek bagaimana seseorang
itu berfatwa, apa syarat-syaratnya, siapa saja yang boleh berfatwa dan lain-lain.**
Dengan kata lain fatwa baru dikaji secara normatif dari aspek usul fikih, belum
dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain seperti antrolopologi, sosiologi maupun politik.
Fatwa belum dijadikan sebuah variabel di mana ada variabel lain yang mempengaruhi
atau terpengaruh oleh fatwa. Akibatnya umat sering memposisikan fatwa sebagai agama

itu sendiri bukan sebagai suatu produk pemikiran hukum Islam. Kajian fatwa pada abad

YSebagai misal Al-Gazali menulis buku Al- Mankhu>l min Ta’li>qat al- Us}u>l. Salah satu
babnya adalah al-Fatwa yang menjelaskan tatacara berfatwa. Al- Imam Abi Hamid Muhammad bin
Muhammad bin Muhammad Al-G}azali, Al- Mankhul min Ta’li>qat al- U}su>I, (Ttp.:t.p.,t.t.), him. 462.



ke-20 semakin menarik, yaitu dihubungkannya fatwa dengan ilmu-ilmu kontemporer
lain. Perkembangan ini berakibat pada pengertian baru tentang fatwa. Kalau sebelumnya
fatwa dinilai murni sebagai ajaran Islam yang ideal maka setelah dihubungkan dengan
ilmu-ilmu lain, fatwa diposisikan sebagai resultan antara idealitas wahyu Tuhan dengan
realitas umat.

Untuk Indonesia, sarjana yang mengkaji fatwa bukan hanya dari perspektif fikih
adalah Atho Mudzhar. Boleh dikatakan ia merupakan perintis dalam mengkaji fatwa MUI
yang dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain tersebut. Penelitian dalam rangka penulisan
desertasi di Universitas California, Los Angeles ini mengkaji dua aspek: pertama, sejauh
mana fatwa MUI itu absah dari segi hukum; kedua, apakah faktor sosial melatarbelakangi
lahirnya fatwa. Dari hasil kajiannya, Mudzhar menyimpulkan bahwa fatwa MUI tidak
memiliki metodologi baku, meskipun demikian tetap sah sebab sebelum mengeluarkan
fatwa, MUI selalu mengkaji sumber hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma dan
Qiyas. Adapun berkaitan dengan faktor sosial, fatwa MUI ada yang sejalan dengan
kebijakan pemerintah ada pula yang berseberangan, tetapi kebanyakan netral.*®

Peneliti lain adalah MB. Hooker.Sarjana ini tidak secara khusus meneliti fatwa
MUI tetapi juga fatwa di Muhammadiyah, NU dan Persis.Rentang waktunya cukup
panjang yaitu sejak awal abad 20. Kesimpulannya, dengan mengkaji fatwa dari keempat
organisasi Islam tersebut ia menyangkal pendapat yang selama ini dipegangi oleh
kebanyakan sarjana tertentu, tentang kuatnya pengaruh pemikiran Timur Tengah
terutama Jamaludin Al Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha ke dalam tradisi

Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia berbeda dengan mereka yang ada di Timur

“Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), him. 139-144.



Tengah, kerana itu kecil kemungkinan adanya pengaruh dari tokoh-tokoh pembaruan
tersebut. Ada tiga faktor yang mempengaruhi Islam Indonesia: Pertama, tradisi
masyarakat setempat; kedua, penetrasi penjajan Belanda dan ketiga, pengaruh
pemerintahan sekuler modern. Untuk yang terakhir ini nampak pada munculnya
akomodasi Islam terhadap penguasa Orde Baru di akhir kekuasaannya.lde syariah Islam
yang sejak sebelum kemerdekaan disuarakan umat Islam ternyata cukup puas dengan
disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.®

MUI pasca jatuhnya Soeharto juga sudah dikaji.Moch. Nur Ichkwan menulis
“Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto”. Seakan menuruti
saran peneliti sebelumnya, Nur Ichkwan mengkaji MUI setelah beralihnya pimpinan dari
Hasan Basri ke Sahal Mahfud. Menurut Mudzhar kepemimpinan Hasan Basri cenderung
meminimalkan pengeluaran fatwa bahkan pada saat umat sangat menantikan fatwa
Porkas, MUI tidak bergeming.Di era reformasi MUI melibatkan diri secara intens di
kancah politik, walaupun bukan parpol langkah itu menarik untuk dicermati.Saat itu MUI
tidak hanya mengeluarkan fatwa tetapi juga opini dan nasehat. Format keduanya berbeda
dengan fatwa tetapi nilainya sama saja. Opini dan nasehat yang dikeluarkan MUI di
masa transisi tersebut tak ubahanya sikap politik MUI, sebab kebanyakan memang
menanggapi fenomena politik yang sedang berkembang.*’

Penelitian fatwa secara umum di Indonesia dihimpun dalam Journal of Islamic
Law and Society vol. 12 tahun 2005. Ada lima penelitian termasuk yang dilakukan Nur

Ichwan di atas. Semuanya telah diseminarkan di Leiden tanggal 31 Oktober 2002 dengan

®MB. Hooker, Indonesia Islam, Social change through contemporary fatawa (Honolulu: Allen
and Unwin and University of Hawai’ Press, 2003), hlm. 18.

"Moch. Nur Ichwan, “ ‘Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Socharto”
Journal of Islamic Law and Society 2005(Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), him. 46-72.
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judul Fatwa and the Dessimination of Religious Authority in Twentieth Century
Indonesia. Selain Nur Ichwan ada Michael Laffan yang meneliti tentang perdebatan di
forum bahstu al-masail NU, Syamsul Anwar mengkaji tentang fatwa Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Jajat Burhanudin menulis tentang tiga jenis mustafti yang bertanya
kepada Rasyid Ridha lewat majalah almanar, dan terakhir Noorhaidi Hasan yang
meneliti pengaruh fatwa ulama salafi Timur Tengah kepada Laskar Jihad di Indonesia.
Jauh sebelumnya yaitu tahun 1990 Muhammad Khalid Masud mengadakan konferensi
internasional tentang Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas. Ada
duapuluh delapan kertas kerja yang membahas fatwa mulai sejak sebelum zaman modern,
awal modern sampai zaman modern.

Penelitian mutakhir tentang fatwa MUI dilakukan Yeni Salma Barlinti.Judulnya
Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.
Penelitian dalam rangka meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini
mengkaji tiga hal; Pertama, mengapa terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional; Kedua,
bagaimana kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem perundang-
undangan; Ketiga, bagaimana pemanfaatan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai
pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyaranas). Dari penelitiannya ditemukan bahwa fatwa
Dewan Syariah Nasional dibuat dalam rangka menghindari perbedaan ketentuan yang
dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah
LPS).Adapun kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem perundang-
undangan menjadi bagian perundang-undangan itu sendiri, yaitu fatwa DSN sebagai

hukum positif. Meskipun sudah menjadi hukum positif tetapi ternyata fatwa DSN tidak
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dijadikan prioritas utama sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan
peradilan agama dan Basyarnas.™®

Dari survei literatur penulis belum menemukan penelitian tentang fatwa MUI
yang khusus terkait dengan ideologi ekonomi, padahal ekonomi sebuah bangsa menjadi
penggerak perubahan sosial masyarakatnya dan sistem ekonomi sebuah negara
ditentukan oleh ideologi negara yang dianut. Karena itu penelitian ini mencoba mengisi

celah tersebut.

E. Kerangka Teori

Penelitian dilakukan untuk memperoleh kebenaran. Ragam kebenaran merentang
dari yang empiri sensual, logik dan etik.*’Kebenaran etik bersumber dari wahyu tetapi
akibat semangat renaisance kebenaran tipe ini cenderung diabaikan. Kecenderungan ini
juga terjadi pada studi hukum, karena pengaruh positivisme studi hukum yang semestinya
menjawab apa hukum itu seharusnya untuk memperoleh kebenaran transendental
tereduksi menjadi kegiatan untuk menjawab apa hukum itu yang hanya empiris dan
logik.?

Di sisi lain kajian hukum Islam berjalan sebaliknya, sangat tekstual dan
mengesampingkan yang sensual dan logik. Akibatnya dinamika pemikiran hukum Islam
pernah terhenti yaitu tatkala para ulama menutup rapat pintu ijtinad.”* Mereka merasa

cukup dengan adanya al- qur’an, sunnah dan hasil ijtihad ulama imam mazhab. Padahal

®yeni Salma Barlinti, Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia,
dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta:
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), him. 286.

“Noeng Muhadijir, Metodologi Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), him. 271.

Ibid., him.281.

?'rase kemunduran ijtihad ini berjalan dari pertengahan abad ke empat hijriah hingga abad ke tiga
belas. Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), him. 206.
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perubahan sosial kaum muslimin terus terjadi seiring dengan perkembangan ilmu dan
tekonologi serta interaksi dengan masyarakat dunia.

Louay Safi ~menawarkan teori alternatif dalam mengkaji hukum Islam. la
namakan dengan, pendekatan terpadu terhadap syariah dan inferensi sosial.?> Teori ini
sebagai jawaban terhadap metode ilmiah Barat yang menolak kebenaran wahyu sebagai
sumber ilmu pengetahuan sekaligus mendorong pengkajian hukum Islam agar lebih
dinamis.

Dalam filsafat Barat, yaitu positivisme, sumber ilmu itu hanya rasio dan sesuatu
yang empiris, seperti kesimpulan bapak filsafat modern Rene Descartes, “Cogito ergo
sum (aku berfikir maka aku ada).” Kaidah ini berarti bahwa rasio adalah satu-satunya
sumber kebenaran dan pembuktiannya bersifat apriori.Berdiri pada barisan ini ada
Malebrace, Spinoza, Leibniz dan Wolf.Mereka disebut kaum rasionalisme. Pada sisi yang
lain tampil kaum empirisme yaitu Locke, Hobbes, Berkeley dan David Hume. Dalam
perspektif kaum empiris bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh hanya lewat
pengamatan empiris dan karenanya bersifat aposteriori.*Dengan demikian bagi kaum
rasionalisme maupun empirisme wahyu bukanlah sumber pengetahuan.*

Epistemologi sekular ini muncul berbarengan dengan proses renaisance di Eropa
pada abad pertengahan. Barat yang semula mengembalikan segala sesuatu kepada
otoritas gereja berbalik memusuhi. Pada mulanya kebenaran hanya ada di gereja sehingga

setiap orang yang berani berbeda dengannya akan memperoleh hukuman yang

22| ouay Safi, The Foundation of Knowledge, A Comparative Study in Islamic and Western Methods
of Inquiry. (Selangor: International Islamic University Malaysia Press, 1996), him. 171.

»pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang diperoleh melalui asumsi atau cara berfikir
tertentu terhadap fakta-fakta, tanpa observasi atau pengalaman khusus. A posteriori adalah pengetahuan
yang tidak dapat diperoleh secara a priori.

**Hamid Fahmi Zarkasyi, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam”, dalam Jurnal Islamia,
No. 5 Tahun 2005. him. 13.
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mengerikan. Begitulah yang menimpa Gelileo Galilei (1564-1642) yang berteori tentang
heliosentris (matahari sebagai pusat perputaran tata surya).Tetapi pada akhirnya
ilmuwanlah yang benar dan gereja mulai ditinggalkan.

Islam memiliki sejarah pengetahuan yang berbeda. Munculnya ilmu pengetahuan
di kalangan umat Islam justru bermula dari wahyu. Dalam rangka memahami wahyu
para ulama mengembangkan berbagai pengetahuan yang belum pernah ada sebelumya
mulai dari ilmu tafsir, Hadis, fikih, bahasa, agidah, kalam, tasawuf dan lain-lain. Setelah
bersentuhan dengan Yunani, perkembangan itu semakin luas dan pesat.Untuk bidang
hukum, paradigma teks mendominasi perkembangan pemikiran Islam. Sehingga definisi
hukum Islam adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah yang disimpulkan dari
dalil-dalilnya berupa teks-teks Alquran dan Hadis serta dalil-dalil subsider lainnya.?

Paradigma teks ini mewarnai mayoritas kitab-kitab fikih. Menurut Safi, sistem
aturan yang hanya diderivasikan dari teks tidak memadai untuk mendasari perbuatan
hukum karena dua alasan; Pertama, karena sistem itu terdiri dari aturan-aturan general
dan universal, sehingga aplikasinya terhadap kasus partikular membutuhkan
pertimbangan dan spesifikasi lebih lanjut; Kedua aplikasi aturan-aturan universal
membutuhkan pengetahuan tentang syarat-syarat yang ada. Aplikasi aturan
dimungkinkan hanya ketika syarat-syarat teoritis dari aksi bersesuaian dengan kondisi
aktualnya. Misalnya perintah zakat tidak serta merta bisa diwajibkan kepada seorang
mukmin tetapi harus terlebih dahulu melihat fakta empiris, apakah orang mukmin yang
bersangkutan memiliki harta yang sesuai dengan nisab zakat ?Bila tidak, tentu perintah

zakat tidak berlaku baginya.Karena alasan tersebut Safi menawarkan pemaduan antara

#Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Riyanto (ed.), ,Neo
Ushul Figh: Menuju Ijtihad Kontekstual (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), him. 186.
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wahyu dan realitas empiris.Menurutnya sumber hukum itu tidak hanya dari hasil analisis
teks, tetapi juga harus dipadukan dengan analisis historis.?

Pandangan Safi di atas menurut Anwar, sebenarnya bukan hal baru sebab jauh
sebelumnya Al Gazali telah menulisnya dalam kitab al-Mustasyfa. Bagi Al Gazali obyek
kajian hukum Islam itu bukan teks-teks Alquran dan Hadis tetapi tingkah laku subyek
hukum dalam kaitan dengan diktum hukum. Ini artinya kajian hukum Islam bergeser dari
hanya analisis teks kepada analisis teks plus akal ( rasio dan pengalaman). Norma-norma
hukum tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah belaka, tetapi juga di dalam
kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.?’

Dengan meminjam teori kritiknya Habermas penulis ingin mencari aroma
kepentingan ideologis dibalik dialektika antara teks dengan fakta empiris, sebab menurut
Habermas pengetahuan ternyata tidak pernah steril dari ideologi.?*Habermas adalah
tokoh pembaharu teori kritik.Teori kritik sendiri biasa disebut dengan Mazhab Frankfurt
sebab perkembangan awalnya berasal dari Universitas Frankfurt Jerman.Adorno,
Horkheimer dan Marcuse adalah beberapa tokoh generasi pertamanya.Mereka menolak
determinisme ekonomi Marx. Di dalam Kkaryanya, Das Kapital, Karl Marx
mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat kapitalis akan berjalan sedemikian
rupa sehingga sistem ini menuju penghancuran diri oleh dirinya sendiri. Pendapat ini
sama halnya membingkai ilmu sosial dengan hukum ilmu pasti. Ada dua kekeliruan
Marx, pertama, positivisme hanya cocok untuk ilmu alam karena itu mengandaikannya

terjadi pada peristiwa sosial adalah tidak mungkin; kedua, faktanya kapitalisme masih

| ouay Safi, The Foundation of Knowledge..., him. 181.

?'Syamsul Anwar, Pengembangan..., him. 187.

%F Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Menyingkap kepentingan pengetahuan bersama Jurgen
Habermas (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), him. 248.
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berjaya karena dapat menerima perubahan dan melakukan metamorphose. Dua aspek
yang membedakan Habermas dengan pendahulunya: pertama, pada gagasan sentranya
tentang dua dimensi praxis, yaitu kerja dan komunikasi. Usaha untuk mempertautkan
antara teori dan praxis ditempuhnya dengan jalan konsensus dan komunikasi sedangkan
pandahulunya memakai paradigma kerja; kedua, bertolak dari konsep baru mengenai
praxis itu juga Habermas ingin memecahkan jalan buntu generasi pertama teori Kkritis
yaitu dengan usahanya merumuskan kembali konsep rasionalisasi.”’

Teori kritis merupakan perspektif baru setelah pendekatan positivisme dinilai
gagal membawa kesejahteraan, bahkan  yang terjadi adalah sebaliknya vyaitu
melanggengkan dominasi dan hegemoni.*® Obyektivitas yang didengungkan positivisme
ternyata sarat dengan kepentingan kaummustakbirin. Muhajir memasukkan teori Kritis
pada pendekatan pospositivisme. Untuk teori kritis di bidang hukum, pemikiran Roberto
M. Unger, Guru Besar Hukum Universitas Harvard tentang obyektifitas hukum menjadi
menarik, sebab praktek hukum liberal di banyak negara telah meninggalkan filsafat
keadilan. Apabila hukum hanya dilihat secara obyektif-formal, yang terjadi adalah
pembajakan keadilan oleh mereka yang dominan. Unger menawarkan adanya doktrin
yang melampaui obyektifitas dan formalitas hukum, vyaitu dengan cara; Pertama,
memperluas cita-cita kehidupan sosial; Kedua, membangun obyektifitas di atas tiga

komponen, yaitu pemilihan teori transformasi sosial, cita kelembagaan hukum yang baik

Ibid., him. 249.
®Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: Insist, 2002),
him. 99.
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dan konsep hubungan hukum dengan masyarakat.** Oleh Muhajir, tawaran Unger

tersebut di atas direduksi menjadi ~ pengertian sosial dan komitmen normatif.*
Kesimpulan Muhajir itu dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan tawaran

Safi dalam mengkaji hukum Islam, yaitu pendekatan yang padu terhadap syariah dan

inferensi sosial, seperti yang penulis uraikan pada awal sub bab ini.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi dua: penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup: a) penelitian
terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian
terhadapa taraf sinkronisasi hukum; d) penelitian sejarah hukum dan e) penelitian
perbandingan hukum.®* Adapun untuk penelitian hukum Islam Syamsul Anwar
membedakan penelitian hukum  deskriptif dan penelitian hukum normatif. Pada
penelitian deskriptif pengkaji tidak mempertimbangkan hukum sebagai benar atau salah,
tetapi ia hanya menempatkannya sebagai sebuah variabel penelitian, bisa dependen
maupun independen. Misalnya penelitian tentang pengaruh zakat terhadap kemakmuran
masyarakat desa Cepogo, Boyolali.Berarti menempatkan hukum Islam yaitu zakat
sebagai variabel independen.Sedangkan penelitian tentang politik hukum dalam
penentuan Hari Besar Islam, berarti menempatkan hukum Islam sebagai variabel

dependen.Adapun penelitian hukum normatif, berarti mengkaji hukum Islam dari

*'Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement (Harvard: Harvard University
Press, 1986,), him. 11.

¥Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian... , him. 207.

% Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif( Malang: Bayumedia, 2007),
him. 34.
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perspektif benar salahnya. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan, mulai dari yang abstrak
yaitu penelitian nilai-nilai dasar hukum Islam, penelitian asas-asas hukum Islam dan
peneltian norma-norma in concreto hukum Islam.** Bila memakai pembagian penelitian
hukum Islam Anwar tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan ini termasuk
penelitian norma-norma in concreto dari hukum Islam. Norma-norma hukum Islam
konkrit yang menjadi penelitian ini adalah fatwa MUI.

2. Teknik pengumpulan data

Data utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat primer yaitu buku
kumpulan fatwa MUI, buku kumpulan fatwa DSN dan Daftar Produk Halal Indonesia
yang dikeluarkan LP POM MUI. Untuk melengkapinya juga ditambah data sekunder
yaitu hasil wawancara dengan pengurus MUI. Berkaitan dengan wawancara ini, komisi
fatwa MUI dan DSN memiliki kode etik, di mana hanya orang yang diberi mandat oleh
pengurus yang boleh menjawab pertanyaan peneliti. Adapun orang yang diberi mandat
untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah DR. Anwar Ibrahim, wakil ketua
pelaksana pengurus harian Dewan Syariah Nasional MUI.*

Mengingat fatwa ekonomi MUI itu ada 2.724 buah, sehingga tidak semuanya
dibahas. Langkah pertama, dikelompokkan sesuai dengan kecenderungan ideologinya;
Kedua, diambil sampel dari masing-masing kelompok untuk dikaji. Untuk menentukan
kriteria fatwa cenderung ke ideologi neoliberalisme memakai rumusan Fakih tentang
elemen-elemen neoliberalisme, sedangkan kriteria populis memakai parameter ciri-ciri
populisme Wahono, dan yang tidak masuk ketegori keduanya dimasukkan ke kelompok

yang netral ideologi.

¥Anwar, Pengembangan... him. 188.
%Sejak bulan Oktober 2007, Anwar Ibrahim secara definitif menjadi ketua Komisi Fatwa MUI
menggantikan K.H. Ma’ruf Amin.Republika, Jum’at 19 Oktober 2007.



18

3. Teknik analisa

Dalam menganalisa data, penulis memakai tiga komponen:Pertama, Kritisisme
pemikiran hukum Roberto M. Unger, Guru Besar Universitas Harvard. la menolak
obyektifisme dan formalisme hukum, sebab di tangan para hakim dan penguasa yang
zalim, obyektifitas dan formalitas hukum terasa jauh dari rasa keadilan;**Kedua,
membandingkan dengan fatwa sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa lain baik
dalam maupun luar negeri; Ketiga, memakai maga>sid asy-syari>’ahyang dirumuskan
oleh imam Asy-Sya>tibi,yaitu hifzu ad-di>n (menjaga agama), hifzu an-nafs (menjaga
jiwa), hifzu an-nasl (menjaga keturunan) hifzu al-ma>l (menjaga harta) danhifzu al- ‘agl
(menjaga akal).*’

Fatwa-fatwa ekonomi MUI yang secara obyektif dikeluarkan untuk menjawab
persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer, dapat terjebak kepada kepentingan
ideologi tertentu sebagaimana obyektifitas dan formalitas hukum dipakai penguasa dan
pengusaha untuk melindungi kepentingannya. Secara teknis analisis dilakukan dengan
cara menghubungkan fatwa-fatwa ekonomi MUI dengan realitas sosial-ekonomi
masyarakat, kemudian dibandingkan dengan fatwa sejenis yang dikeluarkan lembaga
fatwa lain dan dilihat dari aspek maga>sid asy- syari>'ah. Jadi, fatwa tidak hanya dilihat

obyektif tetapi dikritisi aspek keberpihakan ideologinya.

G. Sistematika Penulisan
Penelitian ini ditulis dalam tujuh bab. Bab pertama latar belakang yaitu menjelaskan

perjalanan perkembangan ekonomi syariah di tengah kecenderungan liberalisasi ekonomi global.

*®Muhadjir, Metodologi..., him. 207.
% Abi Ishak Ibrahim bin Musa al Lakhmi Asy-Sya>tibi, Al Muwa>faga>t fi> Us}ul al- Ahka>m
(Beirut: Da>r Al- Fikr, t.t.), him. 10.
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Bab ini juga memperbandingkan antara metodologi keilmuan Barat dengan Islam khususnya

dalam kajian hukum serta peluang terserapnya ideologi dalam proses pencarian kebenaran.

Bab kedua mengkaji tentang sejarah ideologi ekonomi neoliberalisme dan
populisme. Di dalam bab ini juga dibahas mengapa neoliberalisme dipertentangkan
dengan populisme.

Bab ketiga mengkaji tentang pentingnya fatwa dalam pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pada bab ini diuraikan tiga jenis fatwa yang dikeluarkan MUI, mazhab
ekonomi Islam dan perbedaan antara liberalisme Agama dengan liberalisme ekonomi.
Pembahasan tentang liberalisme Agama dirasa penting sebab ada penekanan yang
berbeda antara keduanya.

Bab keempat membahas fatwa ekonomi MUI yang terindikasi terpengaruh
ideologi ekonomi neolibealisme.Fatwa-fatwa tersebut diantaranya adalah fatwa tentang
kartu kredit syariah, fatwa tentang makanan dan minuman junk food, fatwa tentang hak
atas kekayaan intelektual, fatwa tentang penggusuran dan fatwa tentang air dalam
kemasan merek aqua.

Bab kelima membahas fatwa ekonomi MUI yang terindikasi terpengaruh ideologi
populisme. Fatwa-fatwa yang dikaji adalah fatwa tentang salat jum’at dua gelombang,
fatwa tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, fatwa tentang
pengharaman bunga bank, fatwa tentang akad mudharabah dan fatwa tentang Risywah
(Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

Bab keenam membahas fatwa ekonomi MUI yang netral ideologi. Diantaranya
adalah fatwa tentang save deposit box, fatwa tentang rahn, fatwa tentang kehalalan

kepiting, fatwa tentang jual beli salam dan fatwa tentang jual beli istishna’.
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Bab ketujuh adalah penutup.Berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan

rekomendasi.



BAB VII

PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelahmelakukanpengkajianterhadap fatwa MUI yang
berkaitandenganekonomimakaberikutiniadalahbeberapakesimpulan yang

dapatpenulisrumuskan :

1. Karakter ideologi ekonomi fatwa-fatwa ekonomi MUI pada umumnya
netral, yaitu 87,4%. Di tengah-tengah kecenderungan arus globalisasi di
mana liberalisasi ekonomi menjadi ruhnya, fatwa-fatwa ekonomi MUI
tidak serta merta larut ke dalam pusaran globalisasi tersebut, bahkan
sejumlah fatwa ekonomi yaitu sebanyak 0,2% cenderung membela kaum
miskin (populis). Walaupun demikian jugaada fatwa yang cenderung ke
ideologi ekonomi neoliberalyaitusebanyak 12, 4%.

2. Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke dalam
fatwa ekonomi MUI tidak memiliki pola baku. Ada yang muncul segera
setelah pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan.
Misalnya pada fatwa tentang HakatasKekayaanintelektual (HaKI) dan
fatwa tentangpenggusuran. UntukHaKIl, awalmuladiberlakukannya di
Indonesia adalahketikaWorld Trade Organisation(WTQO) membentuk
TRIPs Council, yaitusebuahbadan yang ada di bawah WTO yang

bertugasmengawasiperdaganganHaKI. Indonesia, sebagainegara Yyang
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menjadianggota WTO  akhirnyamembuattujuhundang-undang  yang

berkaitandenganHaKlyaitu:

1)Undang-Undang No.29 tahun 2000

tentangPerlindunganVarietasTanaman;

2)Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentangRahasiaDagang;

3)Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tantangDesainindustri;

4)Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tantangDesain Tata Letak Terpadu;
5)Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tantang Paten;

6)Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tantangMerekdan;

7)Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tantangHakCipta.

Fatwa MUI kemudianterbitsetelahsemuaundang-
undangtersebutada.Iniartinya, umat Islam Indonesia apabilamenggunakan,
mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak,
menjiplak, memalsudanmembajakHakatasKekayaanintelektual orang lain,
bukanhanyatelahmelanggarhukumnegaratetapijugaberdosa di  mata  Allah.
Ketentuaniniberlakuuntuksemuaprodukdanberlakuuntuksemuaumat Islam

tanpakecuali, sebab fatwa MUI tidakmemberiklausuld}aru>rah.

Untuk fatwa penggusuran, indikatorideologiekonomi
neoliberalnyaadalahketika WTO membuatperjanjianGovernment
Procurementyaitu, perjanjiantentangdibolehkannyaperusahaanasingmengikuti

tender  padabelanjanegara.Dalamkaitanini,  belanjanegara  yang  paling

besaradalahuntukproyek-
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proyekinfrastruktur.Kemudiankarenabanyaknyakasusterhentinyapenyelesaianproy
ekinfrastrukturakibatalotnyapembebasantanah,
makapemerintahmengeluarkanPeraturanPresidennomer 36 tahun 2005
tentangPengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan
untukKepentinganUmum.  TigabulansetelahkeluarnyaPerprestersebut, MUI
padaMunasnyake VII mengeluarkan fatwa yang seratuspersenmenyetujui Perpres
tersebut. Fatwa ituberjudul “Fatwa
tentangPencabutanHakMilikPribadiUntukKepentinganUmum”.

Adapunindikator fatwa MUI
itupopulissecaraideologimisalnyaterdapatpada fatwa
tentangbolehnyashalatjum’atduagelombangdanpengirimanTenagaKerjaWanita
(TKW) keluarnegeri. Untukshalatjum’atduagelombang MUI
beraniberbedapendapatdengan NU yang telahmelarangcaraberibadahtersebut.
Fatwa
sepertiinicukupmembantuburuhpabrikdanburuhmigranwanitaterlindungisecarasya
r’1. Artinyaperjuanganmerekadalammencarinafkahdiapresiasisecara agama.

Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme juga nampak pada
konsideran. Misalnya pada fatwa HaKl, fatwa ini jelas atas permintaan
Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), yaitu sebuah lembaga kumpulan

berbagai perusahaan yang didirikan di Jakarta tahun 2003.

3. Faktor yang

memungkinkanterserapnyaideologineoliberalismedanpopulismekedalam
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fatwa MU ladalahkarenalembagaitumembatasikriteria halal-haram
padaduaaspek, Yyaituzatdanakad. Untukmakanan, minuman, obat-
obatandankosmetikdibatasipadaadatidaknyaunsur haram
secarazatpadasuatuproduk.

AdapununtukbisnissyariahDewanSyariahNasionalhanyamembatasipadabe
nartidaknyasuatuakad/kontrak, haliniuntukmenghindariadanyaunsurriba,
gharar, tadlisataujudipadasetiaptransaksibisnis.Faktor lain  yang
menyebabkan terserapnya ideologi ekonomi neoliberalisme ke dalam
fatwa MUI adalah pemakaianhilahuntukmensiasatiriba. Pemakaian hilah
ini menggambarkan pragmatisme MUI dalam mengembangkan ekonomi

syariah untuk mengimbangi pesatnya perkembangan ekonomi modern.

B. Saran-saran
1. UntukmakanandanminumanMUI

memangtidakmengeluarkansertifikatproduk

haram,sebaliknyaiahanyamengeluarkansertifikat halal.
Mungkinlebiheleganjikauntukproduk-produktertentu yang
olehbeberapaahlidapatmenyengsarakanmasyarakatbanyak, MUI
tidakmengeluarkan fatwa

halalnyawalaupunsecarazatprodukitutidakmengandunghal-hal yang haram,
ataudapatjugamemakaikriteriamakruh. Selamaini MUI

hanyamemakaikriteria halal, haram, wajib, danmubah.
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2. Untukkeperluantersebutmakatimauditor LP POM MUI
bukanhanyamereka yang ahli di bidang bio-kimia yang secara laboratories
dapatmendeteksiadanyazat yang diharamkan,
akantetapijugaahlikesehatan,lingkungandan LSM sepertilDI danWalhi.
Dengancarainimakaperspektifpengharamanataupenghalalanakanlebihkomp
rehensif.

3. Denganmemakaicarapandangsepertiini pula, maka fatwa halal-haram
terhadapsuatuprodukbukanhanyauntukmakanan, minuman,
obatdankosmetiksertabisnissyariah,  akantetapibisadiperluaspadaproduk-
produk lain sepertipertambangan, tekstildanprodukmanufakturlainnya.
Sebabproduk-produktersebutselainmayoritasbaiktetapitidaksedikit ~ yang
merusaklingkungansertamenyengsarakanburuhdanmasyarakatsekitar. MUI
mestinyaberanimemfatwakanbahwaproduk-produk yang terakhiritu haram
sebagaimanaiamengeluarkan fatwa halal bagiproduk-produk yang
memakmurkanmasyarakat.

4. Metodeistimbathukumekonomi ~ MUI  perlupenguataninferensisosial,
haliniterutamabilamenyangkutperkara-perkara yang
kontroversialdanmenyangkuthajathidup ~ orang  banyakseperti  L/C
impordagingdanberasserta L/C ekpor BBM. Dengandemikian fatwa di
keluarkan per item bukandisamakanuntuksemuabarangekspordanimpor.

5. Perlupenelitianlebihlanjuttentangideologiekonomineoliberalismedanpopuli
smedalam fatwa ekonomi yang dikeluarkanolehlembaga fatwa yang

berada di negara yang secara formal menerapkansyariah Islam
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secaraketatseperti Arab Saudi dan Iran. Hal
iniuntukmengetahuiseberapajauhkesesuaiansistemekonomi liberal

danpopulisdengansistempolitik Islam.
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